
a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan

Pengusahaan Angkutan Laut, Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang

Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang

Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan

Pengusahaan Keagenan Kapal, Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelabuhan

Laut, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, telah diatur

persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang

transportasi laut;

Menimbang

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTANPERSYARATANKEPEMILIKANMODALBADANUSAHA

DI BIDANG PENGUSAHAANANGKUTANLAUT,KEAGENAN KAPAL,

PENGUSAHAANBONGKARMUATDAN BADANUSAHA PELABUHAN

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan

Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang

Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal,

Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha

Pelabuhan;

sebagaimanapertim bangan

b. bahwa untuk mendorong iklim investasi dan

pengembangan usaha serta daya saing penyedia jasa

logistik guna mengembangkan pertumbuhan ekonomi

nasional, perlu menyesuaikan ketentuan permodalan

badan usaha di bidang pengusahaan angkutan laut,

keagenan kapal, pengusahaan bongkar muat, dan badan

usaha pelabuhan;

c. bahwa berdasarkan
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Mengingat



3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Angkutan di

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

966);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1012);
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1. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,

Pasal 11, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan

Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 310);

PasalI

Beberapa ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan modal

badan usaha di bidang pengusahaan angkutan laut, keagenan

kapal, pengusahaan bongkar muat, dan badan usaha

pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan

sebagai berikut:

PENCABUTANPERSYARATANKEPEMILIKANMODAL BADAN

USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT,

KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN

BADANUSAHAPELABUHAN.

MENTERI TENTANGPERHUBUNGANPERATURAN

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Keagenan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaran Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1955);
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Menetapkan



2. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b dan huruf c dan

Pasal 70 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1523);

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c dan

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan

Pengusahaan Keagenan Kapal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 92);

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a dan huruf h, Pasal

30 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1867); dan

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b dan huruf c, Pasal 6

ayat (5), Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan Pasal 8

ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan

Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1955),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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SRI LESTARI RAHAY
Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya

n:X°f~KUM'
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 539

WIDODO EKATJAHJANA

ttd

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2017

BUDI KARYASUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2017

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Pasal II

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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